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Abstract

This study analyzes the characteristics of poor households receiving the Family Hope Program (PKH) and those receiving
both PKH and Non-Cash Food Assistance (PKHBPNT) in Indonesia in 2023. Data were obtained from the raw data of the
March 2023 National Socio-Economic Survey (Susenas), focusing on 27,747 poor households. Descriptive analysis and
binary logistic regression were used to identify factors influencing the receipt of assistance. The results show that the
presence of school-age children, elderly members, and persons with disabilities significantly increases the likelihood of poor
households receiving PKH and PKHBPNT. Additionally, poor households in rural areas are more likely to receive assistance
compared to those in urban areas. However, several indicators, such as the presence of toddlers, the occupation of the
household head, and per capita floor area, do not have a significant influence. These findings indicate biases in the
distribution of assistance, where poor households with more complex living conditions tend to receive assistance more
frequently. This study recommends improving the selection mechanisms and data updating to enhance the targeting accuracy
of social assistance programs, thereby increasing their effectiveness in reducing poverty and improving community welfare.
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Abstrak

Penelitian ini menganalisis karakteristik rumah tangga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima
PKH sekaligus Bantuan Pangan Non-Tunai (PKHBPNT) di Indonesia pada tahun 2023. Data diambil dari raw data Susenas
Maret 2023, dengan fokus pada 27.747 rumah tangga miskin. Analisis deskriptif dan regresi logistik biner digunakan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan
anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas secara signifikan meningkatkan peluang rumah tangga miskin menerima
PKH dan PKHBPNT. Selain itu, rumah tangga miskin di pedesaan lebih berpeluang menerima bantuan dibandingkan di
perkotaan. Namun, beberapa indikator seperti keberadaan balita, pekerjaan kepala rumah tangga, dan luas lantai perkapita
tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan adanya bias dalam penyaluran bantuan, di mana rumah tangga
miskin dengan kondisi hidup lebih kompleks cenderung lebih sering menerima bantuan. Penelitian ini merekomendasikan
perbaikan mekanisme seleksi dan pembaruan data untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial, sehingga
dapat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kemiskinan, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, Karakteristik Rumah Tangga, Ketepatan
Sasaran.
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individu atau komunitas yang hidup dalam kemiskinan

1. Pendahuluan cenderung tetap berada dalam kondisi tersebut. Hal ini

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dan isu
strategis yang menjadi perhatian negara-negara
berkembang  termasuk Indonesia. Fenomena
kemiskinan di Indonesia merupakan masalah serius
yang memerlukan penanganan segera oleh pemerintah.
Pada Maret 2023, Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat bahwa persentase penduduk miskin di
Indonesia mencapai 9,36%. Angka tersebut masih
berada di atas target tingkat kemiskinan yang
ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, yaitu sebesar
6,5% hingga 7,5%.

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (Cycle of Poverty)
yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse menjelaskan
bahwa kemiskinan merupakan siklus berulang, di mana

disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber
daya penting, seperti pendidikan, layanan kesehatan,
dan sarana peningkatan produktivitas.

Kurangnya akses ini menghambat investasi dalam hal-
hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan
pendapatan, sehingga kemiskinan tidak hanya bertahan
tetapi juga semakin memburuk di masa mendatang [1].
Tanpa intervensi yang efektif, siklus ini akan terus
berlanjut dan menjebak masyarakat dalam kondisi
yang sulit diatasi [2]. Bentuk intervensi dalam
mengatasi  kemiskinan adalah melalui program-
program yang diluncurkan oleh pemerintah [3].

Program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan
terbagi menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya [4].
Pertama, program yang mendukung kegiatan produktif
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masyarakat miskin, pelatihan keterampilan, bantuan
modal usaha, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan
pendapatan dalam jangka panjang [5]. Kedua, program
yang meningkatkan pengeluaran melalui konsumsi,
seperti  subsidi pangan, bantuan tunai, dan
kesejahteraan sosial, yang berfokus pada dampak
jangka pendek [6].

Program bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial dengan mengurangi kemiskinan
[7]. Bantuan yang diberikan dalam program ini tidak
bergantung pada kontribusi dari penerima manfaatnya,
sehingga bersifat sebagai bentuk perlindungan sosial
bagi kelompok yang membutuhkan [8]. Bantuan sosial
dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu bantuan
langsung berupa uang tunai (in-cash transfers) dan
bantuan dalam bentuk barang serta layanan (in-kind
transfers) [9]. Jenis bantuan ini bergantung pada
kebutuhan dan kondisi sosial yang dihadapi oleh
penerima manfaat [10].

Bantuan sosial dapat bersifat sementara, terutama
dalam situasi tertentu seperti bencana alam, resesi
ekonomi, atau kebijakan pemerintah yang memerlukan
intervensi social [11]. Namun, terdapat pula bantuan
sosial yang bersifat tetap, khususnya bagi kelompok
masyarakat yang memiliki kerentanan jangka panjang,
penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak terlantar.
Berbagai lembaga di dunia telah mengemukakan
berbagai definisi mengenai program bantuan sosial,
yang pada intinya menegaskan bahwa bantuan ini
bertujuan untuk memberikan perlindungan dan
meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok rentan
dalam masyarakat [12].

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai
program bantuan sosial sebagai upaya untuk
mengurangi kemiskinan dan memperbaiki

ketimpangan. Dari segi anggaran tahun 2022, Program
Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT) menjadi dua program dengan alokasi
dana terbesar. Program Keluarga Harapan (PKH)
merupakan program bantuan sosial bersyarat yang
bertujuan meningkatkan kualitas hidup KPM dengan
memberikan akses ke layanan pendidikan, kesehatan,
dan kesejahteraan sosial. Selain itu, PKH juga
bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta
meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
[13]. Keluarga penerima PKH dikelompokkan dalam
tiga komponen, yaitu kesehatan yang mencakup ibu
hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini; pendidikan
yang mencakup anak wusia 6-21 tahun; serta
kesejahteraan sosial yang mencakup lansia dan
penyandang disabilitas berat. Seluruh KPM PKH
berhak mendapat bantuan tambahan dalam memenuhi
kebutuhan dasar mereka, termasuk menerima BPNT.
Sehingga penerima PKH juga berpeluang menerima
program BPNT secara bersamaan. Dalam penelitian
ini, penerima manfaat yang menerima kedua jenis
bantuan tersebut disebut sebagai penerima PKHBPNT
[14].

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah salah satu
program bantuan sosial non-tunai yang diberikan
kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) [15].
Program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran
masyarakat kurang mampu dalam  memenuhi
kebutuhan pangan pokok, terutama beras, serta
meningkatkan konsumsi energi dan protein. BPNT
disalurkan melalui sistem elektronik dan hanya dapat
digunakan untuk membeli bahan pangan tertentu di
pedagang bahan pangan atau e-warong yang bermitra
dengan bank [16].

Salah satu tantangan besar dalam penanggulangan
kemiskinan adalah ketidaktepatan sasaran dalam
pendistribusian bantuan sosial yang merupakan buffer
atau penyangga bagi masyarakat miskin dan rentan
dalam mencegah mereka jatuh ke dalam kondisi
kemiskinan yang lebih parah [17]. Keberhasilan
program ini sering kali terkendala oleh ketidaktepatan
data penerima, sehingga bantuan tidak sepenuhnya
menjangkau kelompok yang benar-benar
membutuhkan.

Berdasarkan data BPS, PKH di Indonesia berhasil
menyasar sekitar 15,57% dari seluruh rumah tangga di
tanah air pada tahun 2023, melampaui persentase
rumah tangga miskin pada tahun tersebut yang
mencapai  7,53%. Namun jika dilihat lebih dalam
ternyata berdasarkan status ekonomi(berpatokan dari
garis kemiskinan) terdapat ketidakselarasan antara
target dengan realisasi penerima bantuan. Sebagian
besar penerima PKH berasal dari rumah tangga tidak
miskin, dimana 86,26% tergolong rumah tangga tidak
miskin, sedangkan hanya 13,74% yang masuk dalam
kategori rumah tangga miskin.

Pada tahun 2023, penerima PKHBPNT mencapai
9,18% rumah tangga di Indonesia, melebihi proporsi
rumah tangga miskin. Di antara penerima tersebut,
86,17% tergolong rumah tangga tidak miskin,
sementara hanya 13,83% yang termasuk dalam
kategori miskin. Angka-angka ini mengindikasikan
permasalahan salah sasaran dalam penyaluran bantuan
sosial, dimana program yang ditujukan untuk
mendukung rumah tangga miskin malah memberikan
manfaat kepada sejumlah besar masyarakat yang tidak
termasuk dalam kategori kemiskinan.

Anggaran untuk PKH dan BPNT menunjukkan tren
peningkatan yang signifikan antara tahun 2014 hingga
2023. Peningkatan anggaran ini mencerminkan upaya
pemerintah dalam memperluas cakupan bantuan sosial
sebagai langkah strategis untuk menanggulangi
kemiskinan. Program bantuan sosial seperti PKH dan
BPNT tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban
masyarakat miskin, tetapi juga untuk meningkatkan
kualitas hidup keluarga penerima manfaat, terutama
melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan,
dan kebutuhan pangan [18]. Dengan peningkatan
anggaran serta target penerima yang semakin luas, hal
ini  menunjukkan komitmen pemerintah dalam
mengatasi akar permasalahan kemiskinan secara lebih
terstruktur dan berkelanjutan.
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Pada tahun 2014, anggaran PKH tercatat sebesar Rp
3.874,5 miliar dengan target 2,9 juta Keluarga
Penerima Manfaat (KPM), sementara anggaran BPNT
mencapai Rp 22.906,0 miliar untuk 15,5 juta KPM.
Pada tahun 2019, anggaran PKH mengalami
peningkatan tajam menjadi Rp 36.663,0 miliar dengan
target 10 juta KPM. Sementara itu, anggaran BPNT
mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2020,
mencapai Rp 42.590,8 miliar untuk 20 juta KPM
sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Pada
tahun 2021, seiring dengan meredanya pandemi,
anggaran PKH mengalami penurunan menjadi Rp
27.688,4 miliar dan tetap stabil hingga tahun 2023
dengan target 10 juta KPM. Di sisi lain, anggaran
BPNT kembali meningkat pada tahun 2021 mencapai
Rp 48.691,9 miliar. Namun, pada tahun tersebut
realisasi penerima BPNT tidak mencapai yang
ditargetkan, hanya mencapai 18,56 juta KPM dari
20juta KPM yang ditargetkan. Hal ini mengindikasikan
adanya kendala dalam proses verifikasi dan distribusi,
sehingga memperparah permasalahan ketidaktepat
sasaran program dalam menjangkau kelompok
masyarakat yang paling membutuhkan.

Kajian mengenai pelaksanaan bantuan sosial telah
banyak dilakukan, baik di Indonesia maupun di
berbagai negara lainnya. Menyoroti bahwa kesalahan
implementasi PKH dipengaruhi oleh faktor geografis
dan kepemilikan identitas hukum, yang berdampak
pada perbedaan akses di wilayah perkotaan dan
pedesaan. Menemukan bahwa implementasi PKH di
Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, masih
belum optimal, dengan banyak penerima yang tidak
tepat sasaran. Warga dengan anggota rumah tangga
lebih banyak dan keterbatasan aset lebih cenderung
menerima bantuan, sementara mereka yang memiliki
lahan sendiri sering kali tidak mendapatkannya.
Mencatat berbagai kendala dalam pelaksanaan PKH,
seperti  ketidaksinkronan data antara desa dan
pemerintah pusat akibat penggunaan data lama dari
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu,
ditemukan permasalahan dalam distribusi bantuan,
termasuk penerima ganda, keluarga mampu yang tetap
menerima bantuan, warga yang telah meninggal tetapi
masih terdaftar, serta adanya pemotongan dana
bantuan.

Meskipun program seperti PKH menghadapi berbagai
tantangan, pendekatan dalam penentuan kategori
penerima bantuan sosial berperan penting dalam
efektivitas program. Menekankan bahwa pemilihan
kategori penerima sama pentingnya dengan penargetan
langsung dalam mengurangi  kemiskinan  dan
ketimpangan. Di Amerika Latin, pendekatan berbasis
kemiskinan memberikan dampak lebih  besar,
sementara pendekatan geografis dapat menjadi
alternatif bagi negara berpenghasilan rendah dengan
konsentrasi kemiskinan tinggi. Menunjukkan bahwa
penargetan berbasis Pemutakhiran Basis Data Terpadu
(PBDT) lebih progresif dibandingkan metode
sebelumnya, terbukti dari penurunan penerima terkaya
dalam program Raskin dari 75% menjadi 25%.
Menyoroti bahwa pendekatan demografis dapat

mengatasi bias Proxy Means Test (PMT), terutama
bagi kelompok lanjut usia yang tetap rentan meskipun
memiliki aset.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa
pelaksanaan program bantuan sosial, PKH dan BPNT,
dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan
geografis, administrasi, kategori penerima, dan
pendekatan penargetan. Meskipun metode seperti PMT
dan PBDT telah diterapkan untuk meningkatkan
akurasi  penargetan, ketidaktepatan sasaran dan
kebocoran manfaat masih menjadi tantangan
signifikan. Selain itu, pendekatan demografis dan
kategoris memiliki potensi dalam mengatasi bias,
terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia
(lansia) dan masyarakat miskin di wilayah tertinggal
[19].

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut
karakteristik penerima PKH dan BPNT guna
memahami bagaimana berbagai pendekatan penargetan
mempengaruhi ketepat sasaran penerima program ini.
Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran yang
lebih komprehensif mengenai penerima manfaat, tetapi
juga dapat memberikan  rekomendasi  untuk
meningkatkan akurasi dan keadilan dalam pelaksanaan
kedua program tersebut. Dengan demikian,
pemahaman yang lebih mendalam mengenai
karakteristik ~ penerima  bantuan sosial sangat
diperlukan untuk mengevaluasi ketepat sasaran
pendekatan yang digunakan dalam menjangkau
kelompok sasaran [20]. Penelitian ini akan
menganalisis karakteristik penerima PKH dan BPNT
pada rumah tangga miskin yang merupakan target
utama dari program bantuan sosial yang menjadi
prioritas sasaran pemerintah. Hasil  penelitian
diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbaiki
sistem penargetan, sehingga program-program tersebut
lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak
yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang
menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis
melalui  analisis statistik, dengan fokus pada
karakteristik rumah tangga miskin penerima Program
Keluarga Harapan (PKH) serta penerima Program
Keluarga Harapan sekaligus Bantuan Pangan Non-
Tunai (PKHBPNT) di Indonesia pada tahun 2023.
Data yang digunakan bersumber dari raw data Susenas
2023 dari BPS yang kemudian diolah sesuai dengan
kebutuhan penelitian. Unit analisis pada penelitian ini
adalah rumah tangga miskin, yakni rumah tangga yang
pengeluaran perkapitanya perbulan lebih kecil dari
garis kemiskinan tahun 2023. Garis kemiskinan pada
penelitian ini menggunakan garis kemiskinan provinsi
yang dibedakan pedesaan dan perkotaan yang telah
ditetapkan oleh BPS. Sampel Susenas Maret 2023
berjumlah 341.055 rumah tangga. Kemudian disaring
rumah tangga yang berstatus ekonomi miskin
berdasarkan garis kemiskinan, akhirnya diperoleh
sebanyak 27.747 rumah tangga miskin yang
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selanjutnya menjadi populasi sampel pada penelitian
ini.

Analisis yang digunakan terdiri atas analisis deskriptif
untuk menggambarkan profil rumah tangga miskin
penerima bantuan, serta analisis inferensia dengan
regresi logistik biner untuk menentukan karakteristik
yang berperan untuk menentukan peluang rumah
tangga miskin menjadi penerima PKH dan PKHBPNT,
sehingga dapat dievaluasi apakah sudah sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan pemerintah atau malah
bias dan salah sasaran. Variabel terikat pada penelitian
ini adalah status menerima/tidak menerima bantuan
PKH dan status menerima/tidak menerima bantuan
PKHBPNT, sehingga terdapat 2 model persamaan
penelitian. Adapun variabel bebasnya terkait dengan
karakteristik yang menjadi persyaratan menerima PKH
serta Kkarakteristik sosial-demografi lainnya yang
berkaitan dengan kriteria rumah tangga miskin
berdasarkan Keputusan Kemensos Nomor
146/HUK/2013. Selanjutnya variabel penelitian serta
satuan operasional variabel penelitian disajikan pada

Tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian serta Satuan Operasional Variabel

Penelitian

Nama Variabel

Satuan

Variabel Terikat (Y)
PKH
PKHBPNT

Variabel Bebas (X)
Keberadaan
Penyandang Disabilitas

Keberadaan Lansia

Keberadaan Balita

Keberadaan Anak
Sekolah

Jenis Kelamin

Umur KRT
Pekerjaan Kepala
Rumah Tangga Miskin

Jenis Atap

Sumber Air Minum

Jenis Lantai Tempat
Tinggal

Luas Lantai Tempat
Tinggal Perkapita

Lokasi Tempat Tinggal

1: Menerima PKH
1: Menerima PKH dan
BPNT

1: Terdapat Anggota
Rumah Tangga Miskin
Penyandang Disabilitas
Berat

1: Terdapat Anggota
Rumah Tangga Miskin
dengan Usia >= 60 Tahun
1: Terdapat Anggota
Rumah Tangga Miskin
dengan Usia <= 60 Bulan
1 : Terdapat Anggota
Rumah Tangga Miskin
Usia 6 s/d 21 Tahun Yang
Sedang Menempuh
Pendidikan SD Sederajat
Atau SMP Sederajat Atau
SMA Sederajat

1: Kepala rumah tangga
miskin berjenis kelamin
Perempuan

Usia ulang tahun terakhir
1: Kepala Rumah
Tangga Miskin Bekerja
Di Bidang Pertanian

1: Atap Terluas kategori
kurang layak (selain
beton, genteng, seng,
ashes )

1 : Sumber air minum
selain air terlindung

1: Lantai terluas kategori
kurang layak (selain
marmer/granit, keramik,
parker/vinil/karpet,
ubin/tegel/teraso)

1: Luas lantai perkapita
masuk kategori kurang
layak (<8m2)

1: Lokasi Tempat
Tinggal Pedesaan

0 : Tidak menerima PKH

0 : Tidak Menerima PKH
dan tidak menerima BPNT,
Menerima PKH saja,
menerima BPNT saja

0 : Tidak Ada Anggota
Rumah Tangga Miskin
Penyandang Disabilitas
Berat

0 : Tidak Ada Anggota
Rumah Tangga Miskin
dengan Usia >= 60 Tahun
0 : Tidak Ada Anggota
Rumah Tangga Miskin
dengan Usia <= 60 Bulan
0 : Tidak Ada Anggota
Rumah Tangga Miskin Usia
6 s/d 21 Tahun Yang
Sedang Menempuh
Pendidikan SD Sederajat
Atau SMP Sederajat Atau
SMA Sederajat

0: Kepala rumah tangga
miskin berjenis kelamin
laki-laki

Umur KRT

0 : Kepala Rumah Tangga
Miskin Bekerja Di Bidang
Non Pertanian

0 : Atap Terluas kategori
layak (beton, genteng, seng,
ashes )

0 : Sumber air minum air
terlindung

0: Lantai terluas kategori
layak ( marmer/granit,
keramik, parker/vinil/karpet,
ubin/tegel/teraso )

0 : Luas lantai perkapita
layak ( >=8m2)

0 : Lokasi Tempat Tinggal
Perkotaan

Selanjutnya dilakukan penilaian Goodness of Fit
(GOF) yang mana model ini tidak menggunakan uji
Hosmer-Lemeshow karena jumlah sampel penelitian
ini cukup besar sehingga berdampak pada kevalidan
estimasi nilai Chi-Squarenya. Oleh Kkarena itu
digunakan correctly classified untuk menilai ketepatan

prediksi model [24]. Tabel ini digunakan untuk
mengukur berbagai aspek penting, seperti sensitivitas,
spesifisitas, kesalahan positif, dan kesalahan negatif.
Selanjutnya evaluasi validitas model dilakukan dengan
melihat nilai Area Under Curve (AUC) untuk menilai
kemampuan klasifikasi model. Nilai AUC yang berada
di atas 0,5, model dianggap valid dan dapat digunakan
dalam analisis penelitian ini. Setelah itu, dilakukan lagi
uji kelayakan model menggunakan Overall Fit Test
dengan membandingkan nilai prob>chi2 terhadap taraf
nyata (0,01 atau 0,05). Jika nilai prob>chi2 lebih kecil
dari taraf nyata, maka terdapat minimal satu variabel
independen yang berpengaruh terhadap variabel
dependen, sehingga model dianggap layak digunakan.

3. Hasil dan Pembahasan

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan
bantuan kepada rumah tangga miskin dengan kriteria
seperti keberadaan lansia, penyandang disabilitas, anak
sekolah, dan balita. Data Susenas Maret 2023
menunjukkan mayoritas rumah tangga miskin
penerima bantuan tidak memiliki anggota rumah
tangga dengan disabilitas berat (96,45% untuk PKH
dan 96,50% untuk PKHBPNT). Namun, bantuan ini
cukup efektif menyasar lansia, dengan 44,52%
penerima PKH dan 45,91% penerima PKHBPNT
memiliki anggota lansia. Selain itu, bantuan sosial ini
banyak membantu rumah tangga miskin dengan anak
sekolah, yaitu 76,35% untuk PKH dan 74,93% untuk
PKHBPNT, yang memungkinkan anak-anak mereka
melanjutkan pendidikan. Meski begitu, masih ada
rumah tangga miskin yang tidak tercakup meskipun
memiliki anak bersekolah.

Rumah tangga miskin penerima bantuan sebagian
besar tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak,
seperti lantai yang buruk (67,79% untuk PKH, 65,62%
untuk PKHBPNT) dan ruang perkapita yang sempit
(99,85% untuk PKH, 99,83% untuk PKHBPNT).
Selain itu, 15,32% penerima PKH dan 13,77%
penerima PKHBPNT bergantung pada sumber air
minum yang tidak layak. Sebagian besar penerima
bantuan tinggal di daerah pedesaan (57,92% untuk
PKH dan 56,03% untuk PKHBPNT), dengan kepala
rumah tangga yang sebagian besar laki-laki, yaitu
88,17% untuk PKH dan 88,27% untuk PKHBPNT.
Banyak kepala rumah tangga miskin penerima bantuan
bekerja di sektor pertanian (51,15% untuk PKH dan
49,75% untuk PKHBPNT). Selanjutnya hasil uji
ketepatan model disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Ketepatan Model

Classified + if predicted Pr(D) >= .5 PKH PKHBPNT
True D defined as PKH =0
Sensitivity Pr(+|D)

Specificity Pr(-|~D)

Positive predictive value Pr(D|+)
Negative predictive value Pr(~D|-)
Classified + if
True D defined as PKH 1= 0

False + rate for true ~D Pr(+|~D)
False - rate for true D Pr(-|D)

False + rate for classified + Pr(~D|+)
False - rate for classified - Pr(D|-)
Correctly classified

3,38%
98,45%
45,80%
72,47%

PKH

1,55%
96,62%
54,20%
27,53%
71,92%

0,00%
100,00%
0,00%
85,93%

PKHBPNT

0,00%
100,00%
0,00%
14,07%
85,93%

predicted Pr(D) >= 5

Penilaian Goodness Of Fit menggunakan tabel
Correctly Classified (Tabel 2) , yang menghasilkan
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nilai sebesar 71,94% untuk model PKH dan 85,93%
untuk model PKHBPNT, maka artinya model mampu
memprediksi dengan tepat masing- masing sebesar
71,94 % dan 85,93%. Kemudian untuk memperkuat
valid nya model dalam penelitian ini juga dilihat Nilai
Area Curve (AUC). Berdasarkan hasil pada Tabel 3,
didapat nilai AUC nya adalah 0,6433 dan 0,6352 yakni
sudah di atas 0,5 sehingga modelnya sudah baik.
Selanjutnya hasil nilai uji AUC disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Nilai Uji AUC

PKH PKHBPNT
Area Under Curve 0,6433 0,6352
Number of Observation 27.747 27.747

Berdasarkan output overall fit test (Tabel 4) dapat
dilihat bahwa prob>chi2 adalah sebesar 0,000. Dengan
menggunakan taraf 0,01 atau 0,05 diperoleh hasil uji
bahwa prob>chi2 lebih kecil dibandingkan taraf nyata
yang memberikan keputusan untuk tolak H,. Pada
tingkat kepercayaan 99% atau 95% terdapat minimal
satu variabel independen yang berpengaruh terhadap
variabel dependen. Dengan demikian model regresi
logistik layak digunakan. Selanjutnya hasil overall fit
test model disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Overall Fit Test Model

Output PKH PKHBPNT
Number of Observations 27.747 27.747
Wald chi2(11) 1266,28 611,79
Prob > chi2 0,000 0,000
Keputusan Tolak Ho Tolak Ho

Dalam pengujian signifikansi parameter secara parsial,
digunakan uji Wald. Statistik uji W diasumsikan
mengikuti sebaran chi-square dengan derajat bebas
tertentu. Hy akan ditolak jika nilai Wj lebih besar dari
x*(1,0) atau jika p-value dari Wj lebih kecil dari a,
yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara parsial
berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Selanjutnya
hasil uji parsial variabel disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial Variabel

PKH PKH dan BPNT

Nama Variabel Nilai Nilai

Koefisien Nilai 2 Koefisien Nilai 2
Keberadaan 0,18 2,1%* 0,18 1,67*
penyandang disabilitas
Keberadaan lansia 0,24 6,13*** 0,25 5,12%**
Keberadaan balita 0,01 0,22 -0,03 -0,85
Keberadaan anak 1,10 30,19*** 0,84 18,36***
sekolah
Pekerjaan kepala 0,03 1,11 -0,04 -1,01
rumah tangga miskin
Jenis kelamin kepala -0,02 -0,45 -0,04 -0,86
rumah tangga miskin
Jenis atap -0,22 -3,13%** -0,44 -4,36%**
Sumber air minum -0,30 -8,95%** -0,39 -8,54***
Jenis lantai tempat 0,46 13,01%** 0,32 7,31%**
tinggal
Luas lantai tempat -0,18 -0,56 -0,41 -1,11
tinggal perkapita
Lokasi tempat tinggal 0,07 2,00%* -0,05 -1,23
Umur kepala rumah 0,02 12,77%** 0,01 7,66***
tangga miskin
_cons -2,91 -8,87*** -2,86 -7,61%**

* p value <10%, ** p value <5%, *** p value <1%.
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa
sebagian besar variabel memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap peluang rumah tangga miskin
untuk menerima program PKH maupun PKHBPNT.

Keberadaan lansia dan anak sekolah memiliki nilai
koefisien yang positif dan signifikan pada tingkat
signifikansi 1% (p<0,01), baik pada model PKH
maupun model PKHBPNT. Keberadaan penyandang
disabilitas juga menunjukkan koefisien positif yang
signifikan pada tingkat 5% (p<0,01) pada model PKH
dan signifikan 10% pada model PKHBPNT, meskipun
nilai koefisiennya relatif kecil. Keberadaan balita,
meskipun menunjukkan koefisien positif, tidak
signifikan pada model PKH maupun PKHBPNT.

Karakteristik ~ perumahan  menunjukkan
beberapa variabel memiliki pengaruh
terhadap penerimaan bantuan sosial, baik untuk
program PKH maupun PKHBPNT. Jenis Atap,
Sumber air minum, jenis lantai tempat tinggal
memiliki pengaruh signifikan pada taraf 1% (p < 0,01)
untuk menerima bantuan PKH maupun PKHBPNT,
yang berarti kualitas atap rumah dapat mempengaruhi
peluang penerimaan bantuan. Lokasi Tempat Tinggal
berpengaruh signifikan pada taraf 5% (p < 0,05) pada
program PKH, tetapi tidak signifikan pada PKHBPNT.
Sedangkan Luas Lantai Tempat Tinggal Perkapita
tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada program
PKH maupun PKHBPNT.

Uji parsial terhadap karakteristik demografi rumah
tangga miskin menunjukkan bahwa variabel pekerjaan
dan jenis kelamin kepala rumah tangga miskin tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap peluang
menerima bantuan PKH dan PKHBPNT. Ini
mengindikasikan  bahwa  faktor-faktor  tersebut
bukanlah penentu utama dalam proses seleksi
penerima bantuan. Sebaliknya, umur kepala rumah
tangga miskin terbukti memiliki pengaruh signifikan
pada taraf 1% (p < 0,01) terhadap penerimaan bantuan
di kedua program tersebut. Temuan ini menegaskan
bahwa usia kepala rumah tangga miskin memainkan
peran yang cukup penting dalam menentukan apakah
suatu rumah tangga miskin layak menerima bantuan
sosial.

bahwa
signifikan

Selanjutnya akan disajikan hasil dari Odds Ratio yang
merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai
kekuatan asosiasi antara suatu variabel independen
dengan variabel dependen dalam analisis regresi
logistik. Odds Ratio menunjukkan seberapa besar
peluang terjadinya suatu kejadian pada satu kelompok
dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dengan kata
lain, nilai Odds Ratio menggambarkan seberapa besar
faktor tertentu meningkatkan atau menurunkan
kemungkinan terjadinya suatu hasil dibandingkan
dengan faktor referensi. Selanjutnya nilai odds ratio
disajikan pada Tabel 6.
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Tabel 6. Nilai Odds Ratio

Nama Variabel PKH . PKHBPN.T
Odds Ratio Odds Ratio

Keberadaan penyandang disabilitas 1,20 1,19

Keberadaan lansia 1,27 1,29

Keberadaan balita 1,01 0,97

Keberadaan anak sekolah 2,99 2,31

Pekerjaan kepala rumah tangga miskin 1,03 0,96

Jenis kelamin kepala rumah tangga

miskin 0,98 0,95

Jenis atap 0,81 0,98

Sumber air minum 0,74 0,68

Jenis lantai tempat tinggal 1,58 1,38

Luas lantai tempat tinggal perkapita 0,83 0,65

Lokasi tempat tinggal 1,07 0,95

Umur kepala rumah tangga miskin 1,02 1,01

Cons 0,06 0,06

Berdasarkan hasil odds ratio, dapat disimpulkan bahwa
beberapa variabel memiliki pengaruh signifikan
terhadap peluang menerima bantuan PKH dan
PKHBPNT. Variabel yang paling berpengaruh antara
lain keberadaan anak sekolah, dengan odds ratio
tertinggi, yakni 2,99 untuk PKH dan 2,31 untuk
PKHBPNT, yang menunjukkan bahwa rumah tangga
miskin yang memiliki anggota rumah tangga anak
sekolah memiliki peluang lebih besar untuk menerima
bantuan PKH maupun PKHBPNT. Rumah tangga
miskin yang memiliki anggota anak sekolah memiliki
peluang 2,99 kali lebih besar untuk menerima PKH
dibandingkan rumah tangga miskin tanpa anak
sekolah. Sementara itu, untuk PKHBPNT, peluangnya
2,31 kali lebih besar dibanding rumah tangga miskin
yang tidak ada anak sekolahnya. Penelitian
menunjukkan bahwa pendidikan dapat mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

Selain itu, keberadaan lansia juga memiliki odds ratio
yang cukup tinggi (1,27 untuk PKH dan 1,29 untuk
PKHBPNT), menunjukkan bahwa rumah tangga
miskin dengan anggota lansia lebih berpeluang
menerima bantuan. Rumah tangga miskin yang
memiliki anggota lansia memiliki peluang 1,27 Kali
lebih besar untuk mendapatkan bantuan PKH
dibandingkan rumah tangga miskin tanpa anggota
lansia. Kemudian, peluang rumah tangga miskin ini
untuk menerima bantuan PKHBPNT juga meningkat
menjadi 1,29 kali lebih besar dibanding rumah tangga
miskin tanpa lansia. Penelitian menunjukkan lansia
dalam keluarga berhubungan dengan peningkatan
kemiskinan ekstrem.

Keberadaan penyandang disabilitas juga berpengaruh
dengan odds ratio 1,20 untuk PKH dan 1,19 untuk
PKHBPNT, yang mengindikasikan peluang lebih
tinggi bagi rumah tangga miskin yang memiliki
anggota rumah tangga penyandang disabilitas untuk
menerima bantuan. Dengan nilai odds ratio sebesar
1,20 untuk PKH, hal ini menunjukkan bahwa rumah
tangga miskin dengan anggota penyandang disabilitas
memiliki peluang 1,20 kali lebih besar dibandingkan
rumah tangga miskin tanpa anggota penyandang
disabilitas untuk menerima bantuan PKH. Sementara
itu, pada program PKHBPNT, nilai odds ratio sebesar
1,19 mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin
yang memiliki anggota rumah tangga miskin
penyandang disabilitas memiliki peluang 1,19 lebih

besar dibandingkan rumah tangga miskin tanpa
anggota penyandang disabilitas untuk menerima kedua
jenis bantuan tersebut secara bersamaan. Penelitian
[30] menyatakan penyandang disabilitas cenderung
lebih miskin karena kurangnya akses ke pendidikan
dan pekerjaan.

Kondisi perumahan seperti jenis lantai tempat tinggal
juga berperan, dengan odds ratio 1,58 untuk PKH dan
1,38 untuk PKHBPNT, yang menunjukkan bahwa
rumah tangga miskin dengan lantai yang kurang layak
memiliki peluang lebih besar menerima bantuan PKH
maupun PKHBPNT. Rumah tangga miskin dengan
lantai kategori kurang layak memiliki peluang 1,58
kali lebih besar untuk menerima PKH dan 1,38 kali
lebih besar menerima PKHBPNT dibandingkan rumah
tangga miskin dengan lantai kategori layak.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian
besar variabel, seperti keberadaan anak sekolah,
penyandang disabilitas, dan lansia, memiliki pengaruh
signifikan terhadap penerimaan bantuan sosial PKH
dan PKHBPNT. Rumah tangga miskin dengan anggota
rentan, terutama anak sekolah, lebih sering menerima
bantuan sosial, dengan peluang dua kali lebih besar
untuk  menerima  PKH maupun PKHBPNT.
Karakteristik ini menunjukkan kebutuhan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan rumah tangga miskin
tanpa anggota rentan. Selain itu, lokasi geografis juga
mempengaruhi penyaluran bantuan, di mana rumah
tangga miskin di pedesaan lebih sering menerima
bantuan PKH dibandingkan di perkotaan. Program
PKH difokuskan untuk menjangkau rumah tangga
miskin yang lebih sulit mengakses fasilitas dasar,
seperti  pendidikan dan  kesehatan, sehingga
memberikan  dampak  jangka panjang pada
kesejahteraan mereka. Penelitian ini juga mengungkap
bahwa rumah tangga miskin yang menerima kombinasi
PKH dan PKHBPNT biasanya menghadapi kondisi
hidup yang lebih kompleks. Meskipun beberapa
indikator, seperti jenis dinding rumah atau sumber air
minum, tidak berpengaruh signifikan, penelitian ini
menekankan pentingnya memperbaiki mekanisme
seleksi dan pembaruan data untuk meningkatkan
efektivitas program. Pendekatan yang lebih terarah dan
berbasis data akurat dapat membantu mengurangi
kemiskinan secara lebih efektif.
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